BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG
NOMOR 2735 TAHUN 2018

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG

Menimbang

a,

BUPATI LEBONG,

bahwa sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan
manajemen Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel, perlu
mengatur tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja,
dan Informasi Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ada

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;

bahwa dalam rangka penyusunan Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a
di atas, dipandang perlu untuk menyusun kebutuhan
Formasi Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong yang disesuaikan
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, hasil Analisis
Jabatan pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan

Keputusan Bupati;



Mengingat

o

bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ di atas, perlu

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5479);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan  Pemerintahan di  Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor

34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2854);



10.

11;

12.

13,

14

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia-Tahun 2016 Nomor 114, Tembahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang

Pedoman Analisis Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman
Perhitungan Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja

dalam rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan

Analisis Jabatan;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan

Pegawai Berdasarkan Beban Kerja;

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37

Tahun 2011 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil;




15,

16.

17,

18.

19.

20.

21,

22,

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun
2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

Peraturan Bupati Lebong Nomor 25 Tahun 2017 Tentang
Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa
Dan Sosial Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten
Lebong Tahun 2017 Nomor 25);

Peraturan Bupati Lebong Nomor 28 Tahun 2017 Tentang
Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong (Berita Daerah
Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 28);

Peraturan Bupati Lebong Nomor 29 Tahun 2017 Tentang
Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanian Dan Perikanan
Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong
Tahun 2017 Nomor 29);

Peraturan Bupati Lebong Nomor 30 Tahun 2017 Tentang
‘;I‘ugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten
Lebong Tahun 2017 Nomor 30);

Peraturan Bupati Lebong Nomor 34 Tahun 2017 Tentang
Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong (Berita Daerah
Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 34);

Peraturan Bupati Lebong Nomor 35 Tahun 2017 Tentang
Tugas Dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017
Nomor 35);

Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2017 Tentang
Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong
Tahun 2017 Nomor 36);




24.

25.

26.

27

28.

29

30.

31,

32,

Peraturan Bupati Lebong Nomor 37 Tahun 2017 Tentang
Tugas Dan Fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun
2017 Nomor 37);

Peraturan Bupati Lebong Nomor 40 Tahun 2017 Tentang
Tugas Dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017
Nomor 40);

Peraturan Bupati Lebong Nomor 41 Tahun 2017 Tentang
Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong
(Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 41);

Peraturan Bupati Lebong Nomor 42 Tahun 2017 Tentang
Tugas Dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong
(Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 42);

Peraturan Bupati Lebong Nomor 45 Tahun 2017 Tentang
Tugas Dan Fungsi Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten

Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017
Nomor 45);

. Peraturan Bupati Lebong Nomor 46 Tahun 2017 Tentang

Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong
(Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 46);

Peraturan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2017 Tentang
Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong
(Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 47);

Peraturan Bupati Lebong Nomor 48 Tahun 2017 Tentang
Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun
2017 Nomor 48);

Peraturan Bupati Lebong Nomor 49 Tahun 2017 Tentang
Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten

Lebong Tahun 2017 Nomor 49);



33

34.

35.

36.

av.

38.

39.

40.

. Peraturan Bupati Lebong Nomor 50 Tahun 2017 Tentang

Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017
Nomor 50);

Peraturan Bupati Lebong Nomor 51 Tahun 2017 Tentang
Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017
Nomor 51);

Peraturan Bupati Lebong Nomor 52 Tahun 2017 Tentang
Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten
Lebong Tahun 2017 Nomor 52);

Peraturen Bupati Lebong Nomor 53 Tahun 2017 Tentang
Tugas Dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Dan
Transmigrasi Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten
Lebong Tahun 2017 Nomor 53);

Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2017 Tentang
Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian Kabupaten Lebong (Berita Daerah
Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 54);

Peraturan Bupati Lebong Nomor 55 Tahun 2017 Tentang
Tugas Dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lebong
(Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 55);

Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2017 Tentang
Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang Dan Perhubungan Kabupaten Lebong (Berita
Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 56);

Peraturan Bupati Lebong Nomor 57 Tahun 2017 Tentang
Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun
2017 Nomor 57);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

.

42.

43.

Peraturan Bupati Lebong Nomor 19 Tahun 2008 Tentang
Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa,
Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lebong
(Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2008 Nomor 19);

Peraturan Bupati Lebong Nomor 34 Tahun 2008 Tentang
Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Kabupaten Lebong (Berita Daerah
Kabupaten Lebong Tahun 2008 Nomor 34);

Peraturan Bupati Lebong Nomor 07 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Puskesmas
di Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong
Tahun 2011 Nomor 07);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG HASIL
ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LEBONG

Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lebong sebagaimana tercantum dalam

Lampiran 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan Bupati ini.

Formasi, Informasi Jabatan dan Peta Jabatan masing-
masing Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Hasil Analisis Jabatan dapat digunakan sebagai dasar
dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/
penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan
serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan

aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong

Untuk kelengkapan dan keakuratan informasj jabatan
sesual perkembangan tugas-tugas pemerintahan dan

pembangunan agar dilakukan evaluasi secara periodik.



MA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal &% Desember 2018

BUPATI LEBONG,

Cap/dto

H. ROSJONSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. SYABAHUL ADHA
NIP. 191,70321 198603 1 001

Iembusan disimpaikan kepada Yth:

Menteri PAN dan RB RI di Jakarta:

Kepala BKN RI di Jakarta;

Kepala BKD Provinsi Bengkulu di Bengkulu; *

Kepala Biro ()rganisasi Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
Kepala BKP- DM Kabupaten Lebong di Lebong;

Ll

A



LAMPIRAN | : KEPUTUSAN BUPATI LEBONG

NOMOR

TANGGAL :

DAFTAR REKAP HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

74 3TAHUN 2018
2.8 DESEMBER 2018

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

FORMASI /
JABATAN JENJANG JABATAN KEBUTUHAN
ASN
Sekretoris Daerah 1A o1
Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik e 1
Staf Ahli Bidang Pemerintah, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia il B 1
Staf Ahl Bidang Pembangunan, Ekonemi dan Keuangan Il B 1
23 Asisten "emerintahan don Kesejohteraan Sosial (] 1
0 Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 1A 1
BL.01 Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan VA 1
21220101 |Analis Fomerintahan Daerah Pelaksana 1
=L 0201.02 [Pengelc s Bahan Demokratisasi dan Pemilu Pelaksana 1
81 02 01.03 |Pengeloia Rencana Pemerintahan Umum Pelaksana 1
2 020104 |Pengelcia Manitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelaksana 1
2L 020105 |Penpadministrasi Pemerintahan Pelaksana 1
D2.02 Kepala “ub Bagian Otonomi Daerah dan Pengelolaan Perbatasan IV a 1
0920201 |Analis F-merintahan Daerah Pelaksana 1
21020202 [Analis ¥orjasama Lintas Sektor Pelaksana 1
0202.03 |Pengel: - Laporan Penyelenggaraan Pamerintahan Daerah Pelaksana 1
21020204 [Pengelo o Informasi Kerjasama Pelaksana 1
1.02.03 Kepala “ub Bagian Kerjasama dan Koordinasi Urusan Pemerintahan IV A 1
1020301 |Analis Femerintahan Daerah Pelaksana 1
L 0203.02 |Pengels o Batas Wilayah, Rupa bumi dan Paten Pelaksana 1
S5 02 03.03 |Pengad ninistrasi Batas Wilayah Pelaksana 1
21 0203.04 |Pengel s Kegiatan Survei dan Perencanaan Pelaksana 1
~20203.05 |Pengelt . Penyelenggaraan Qtonomi Daerah Pelaksana 1
02.03.06 |Pengadministrasi Otonomi Daerah Pelaksana 1
1.0 Kepala “agian Hukum 1A E |
1.02.01 Kepala “ub Bagian Perundang-Undangan IV A 1
21020101 |Penyuc. i Rancangan Perundang- Undangan Pelaksana 1
Se02.01.02 |Analls lukum Pelaksana 1
1 0201.02 |Analis Hincangan Naskah Perjanjian Pelaksana 1
1.02.02 Kepala “ub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum v A 1
95020241 |Analis Hukum Pelaksana 1
21020202 [Pengelo a Teknologi Infarmasi Pelaksana 1
~10202.03 |Pengad i inistrasi Data Peraturan Perundang - Undangan Pelaksana %
1.02.03 Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum VA 1
02.03.01 |Analis Hukum Pelaksana 1
= 51020302 |Penyus.un Bahan Bantuan Hukum Pelaksana 1
21 0203.03 |Analis Felindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia Pelaksana 1
1.03 Kepala fagian Kesejahteraan Sasial 1A 1
1.03.01 Kepala “ub Bagian Kerukunan Beragama VA 1
10301.01 |Penyus.n Dokumen Haji Pelaksana 1
21030102 |Penyus.n Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Pelaksana 1
1.03.02 Kepala sub Bagian Dikbudpora IV A 1
ROL03.02.01 [Analis Pendidikan Pelaksana 1
S 01.03.02.02 |Analis Fepemudaan Pelaksana i
03.03 Kepala ‘ub Bagian Kesejahteraan Sosial VA 1
0 02 03.01 |Analis kosshatan Pelaksana 3
S8 01 03.03.02 |Pengelca Teknologl Informasi Pelaksana 1
. Asisten “erekonomian dan Pembangunan 1B 1
12.01 Kepala “agian Perekonomian A 1
02.01.01 Kepala “ub Bagian Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD IV A i
L01.01.01 [Analis F-rekonomian Pelaksana 1
0101.02 [Pengav’c Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Pelaksana 1
£20101.03 |Pengadministrasi lzin Usaha Pelaksana I
§2.01.02 Kepala “ub Bagian Sumber Daya Alam v A 1
02010201 |Analis I orekonomian Pelaksana 1
02.0102.02 |Analis Uita dan Informasi Pelaksana 1
02.0102.03 |Penela \ Data Sumber Qaya Alam Pelaksana b
01.03 Kepala “ub Bagian Bina Perekonomian Daerah VA 1
01.03.01 |Analis Ferokonomian Pelaksana 1
2.01.03.02 |[Analis [ ita dan Informasi Pelaksana )
S5 02.01.03.03 |Analis I'enyertaan Modal Pemerintah Pelaksana 1
§2.02 Kepala “agian Adminsitrasi Pembangunan A 1
R82.02.01 Kepala “ub Bagian Bina Program IV A 1
0201.01 |Analis [ ogram Pembangunan Pelaksana 1
2.02.01.02 |Analis kinerja Pelaksana 1
R02.02.02 Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan IV A i
102020201 |Pengelc s Teknologl Informasi Pelaksana 1
2.02.02.02 |Analis Pembangunan Pelaksana 1
92.02.03 Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi IV A 1
__E R e Rt Armalic | cmena Pmaliaaml Aw———




Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

IV A

02.01.01

Perancai g Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksana

R02.01.02

Pengelca Pengadaan Barang/Jasa Pertama

Fungsional Keahlian

220103 |Pengeloia Pengadaan barang/Jasa Muda Fungsional Keahlian
2.82.02 Kepala Sub Bagian LPSE IV A
=L 820201 |Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksana
2 0202.02 |Pengadrinistrasi Umum Pelaksana
Se 020203 |Pengelo’a Unit Layanan Pengadaan Pelaksana
B2 020204 |Pengadrinistras Layanan Pengadaan Secara Elektronik Peiaksana
2.02.03 Kepala Sub Bagian Pembinaan Barang dan Jasa v A

0Z.03.01

Pengelcls Pengadaan Barang/Jasa Pertama

Fungsional Keahlian

e 02.03.02 |Pengelo!a Pengadaan Barang/lasa Muda Fungsional Keahlian

S50 02 03.03 |Perancanz Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksana
LIS Asisten Administrasi Umum e
Kepala Dagian Umum 1A
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha VA

Analis 12 batan Pelaksana

Pengad nistrasi Persuratan Pelaksana

Pengelol1 Disiplin Pegawai Pelaksana

Pengelc| 1 Kepegawalan Pelaksana

Pengelc | Penilaian Kinerja Pegawai Pelaksana
Kepala 5ub Bagian Keuangan dan Perlengkapan IV A

Teknisi "oralatan, Listrik dan Elektronika Pelaksana

Penata f andaraan Dinas Pelaksana

Bendah i3 Pelaksana

3 Verifikator Keuangan Pelaksana

22010205 |Penata Liparan Keuangan Pelaksana

210206 |Pengacinistrasi Keuangan Pelaksana

23 01.02.07 |Pengadinistrasi Penerimaan Pelaksana

S3 010208 |Pengelnis Akuntansi Pelaksana
3.01.03 Kepala Sub Bagian Rumah Tangga VA

10301 |Penyulul Kesehatan dan Keselamatan kerja Pelaksana

01.03.02 |Pramu Bakki Pelaksana

103.03 |Pramu Kobersihan Pelaksana

010304 [PramuT:man Pelaksana

2501 03.05 [Pengenudi Pelaksana

23 0103.06 |Pengadr inistrasi Umum Pelaksana
3.02 Kepala bagian Organisasi dan Tata Laksana A
3.02.01 Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan v A

S5 020101 [Analls Jabatan Pelaksana

L858 02.01.02 |Analis K- lembagaan Pelaksana
3.02.02 Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja A

2 02.02.01 |Amalis L-ooran Akuntabilitas Kinerja Pelaksana

5.0202.02 |Analis Kinerja Pelaksana
3.02.03 Kepala Sub Baglan Ketatalaksanaan VA

£302.03.01 |Analis Organisasi Pelaksana

2 02.03.02 |Penyusun Morma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelaksana

= 0203.03 |Pengelc - Teknologi Informasi Pelaksana
303 Kepala llagian Keprotokolan [[[¥:Y
23.03.01 Kepala “ub Bagian Protokol VA

=3 030101 |Pranate Hubungan Masyarakat Pertama Fungsional Keahlian

22.03.01.02 |Analls kernasyarakatan Pelaksana

£303.01.03 |Petuga: rotokol Pelaksana
03.03.02 Kepala 5ub Bagian Humas IV A

S=0303.02.01 |Penerjermah Pertama

Fungsional Keahlian

SL02 03.02.02 |Penerjerrah Muda

Fungsional Keahlian

83.03.02.03

Pranata Hubungan Masyarakat Pertama

Fungsional Keahlian

03.03.02.04

Analis Cta dan Kerjasama Pemasyarakatan Felaksana
2203.02.05 |Pengadministrasi Umum Pelaksana
1.03.03.03 Kepala 5ub Bagian Tata Usaha Pimpinan VA
9303.03.01 [Pengen™mdi Pelaksana
03.03.03.02 |Ajudan Palaksana
3.03.03.03 |Analis Frotokol Pelaksana
3 Sekretaris DPRD Kabupaten Lebong e
101 Kepala fagian Administrasi Kesekretariatan 1A
10101 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian VA
810101 Analis |+ catan Pelaksana
RL01.01.02 Pengelo 1 Kepegawaian Pelaksana
BEE01.01.03 Pengelo/a Penilaian Kinerja Pegawai Pelaksana
| 81.01.04 Pengelo s Barang Persediaan Pelaksana
1.01.01.05 Pengadiinistrasi Umum Pelaksana
R81.01.01.06 Pranatz =knologi Informasi Komputer Pelaksana
B 01.01.07 Petuga: Leamanan Pelaksana
1.01.02 Kepala Sub Bagian Protokolan dan Humas IV A
82 01.02.01 Analis Kimasyarakatan Pelaksana
L01.02.02 Petugas Protokol Pelaksana
01.02.03 Analis Cta dan Kerjasama Pemasyarakatan Pelaksana
Kepala Bagian Hukum dan Persidangan A
Kepala Sub Baglan Rapat dan Risalah Tt
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B2.01.03

Motulis fapat Pelaksana

2 02 Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan IV A
E82.02.01 Anzlis Folindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia Pelaksana
2 02.02 Penelaat laringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pelaksana

Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan 1A

Kepala Sub Bagian Anggaran dan Pembendaharaan IV A
Bendahira Pelaksana
Pengelo i Gaji Pelaksana

Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan VA
Verifikator Data Laporan Keuangan Pelaksana
Penata Laporan Keuangan Pelaksana

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong e

Sekretaris Inspektorat 1A

101 Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian IV A
B2.01.01 Analis Pengembangan Karir Pelaksana
0101.02 Pengadministrasi Kepegawalan Pelaksana
B0101.03 Pengelc!i Disiplin Pegawai Pelaksana
1.01.04 Pengadministrasi Persuratan Pelaksana
§1.01.05 Pengad ministrasi Sarana dan Prasarana Felaksana
D1.06 Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan Pelaksana
21 01.07 Bendah.ra Pelaksana
01.01.08 Penata ! cuangan Pelaksana
0101.08 Pengad ministrasi Keuangan Pelaksana

1.0 Kepala 5ub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan VA
DL 02.01 Anglis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana
21.02.02 Analls Rincana Program dan Kegiatan Pelaksana
20203 Analis O ita dan Infarmasi Pelaksana
810204 Anglis E.aluasi Audit Pelaksana
BLO2 05 Analis I onitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana
B1.02.06 Pengelc i Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pelaksana
08 02.07 Penyus.n Rencana Inspeksi dan Verifikasi Pelaksana

2 Inspektur Pembantu | 11 A
R20 01 Analis [ ta dan Informasi Polaksana
202 Analis [ aluasi Audit Pelaksana

2.3

Auditor Kepegawaian Fertama

Fungsional Keahlian

02.04

Auditor Lepegawaian Muda

Fungsional Keahlian

8205

Auditer Fepegawaian Madya

Fungsional Keahlian

02 05

Auditor Palaksana

Fungsional Keterampilan

07

Auditor Felaksana Lanjutan

Fungsional Keterampilan

8208

Auditor Fanyelia

Fungsional Keterampilan

02

Auditor Pertama

Fungsional Keahlian

ol

Auditor Muda

Fungsional Keahlian

Auditor Madya

Fungsional Keahlian

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama

Fungsional Keahlian

Pengaw s Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda

Fungsional Keahlian

Pengaw s Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya

Fungsianal Keahlian

Inspektur Pembantu 1l

1A
Anglis [0 ta dan Infarmasi Pelaksana
Analis Evaluasi Audit Pelaksana

Auditor Kepegawaian Pertama

Fungsianal Keahlian

Auditor Kepegawaian Muda

Fungsional Keahlian

Auditor Kepegawaian Madya

Fungsional Keahlian

Auditor Pelaksana

Fungsional Keterampilan

Auditor Pzlaksana Lanjutan

Fungsional Keterampilan

Auditor Penyelia

Fungsional Keterampilan

Auditor Pertama

Fungsional Keahlian

Auditor Muda

Fungsional Keahlian

Auditor Madya

Fungsional Keahlian

Pengaw 15 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama

Fungsional Keahlian

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda

Fungsional Keahlian

Paﬁgaw 's Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerzh Madya

Fungsianal Keahlian

Inspektur Pembantu Il

HeA
Analis Data dan Informasi Pelaksana
Analis £ aluasi Audit Pelaksana

Auditor Kepegawaian Pertama

Fungsicnal Keahlian

Auditor Kepegawaian Muda

Fungsional Keahlian

Auditor kepegawaian Madya

Fungsional Keahlian

Auditor Palaksana

Fungsional Keterampilan

Auditor Pelaksana Lanjutan

Fungsional Keterampilan

Auditor Penyelia

Fungsional Keterampilan

Auditar Partama

Fungsional Keahlian

Auditor Muda

Fungsional Keahlian

Auditor Vadya

Fungsional Keahlian

Pengawas Perwelen&garaan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama

Fungsional Keahlian

Pengaw 15 Panyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda

Fungsional Keahlian

Pengaw s Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan d| Daerah Madya

Fungsicnal Keahlian

Kepale Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

e
Sekretaris Dinas 1A
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi VA
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Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset VA 1
Pengolsh Daftar Gaji Pelaksana 1
Bendatiira Pelaksana 1
Analis keuangan Pelaksana 1
Pengelc|a Data Belanja dan Laporan Keuangan Pelaksana 1
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian VA 1
Analis Jauatan Pelaksana 1
Perancing Sistem Informasi Kepegawaian Pelaksana 1
Pengelcia Kepegawaian Pelaksana 1
Pranata Kearsipan Pelaksana 1
Pengerudi Pelaksana 1
Pengelcia Pemanfaatan Barang Millk Daerah Pelaksana 1
Kepala 9 dang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 111 B 1
Kepala Seksi Identitas Penduduk IV A 1
Analis | cpendudukan dan Pencatatan Sipil Pelaksana 1
Pengacininistrasi Kependudukan Pelaksana 1
Pengaciministrasi Sarana dan Prasarana Pelaksana 1
Pranat: Teknologi Informasi Kemputer Pelaksana 1
Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk IV A 1
Analis ¥ pendudukan dan Pencatatan Sipil Pelaksana 1
Pengacministrasi Kependudukan Pelaksana 1
Pranata Teknologi Informasi Kemputer Pelaksana 1
Kepala Seksi Pendataan Penduduk IV A 1
Analis Feoendudukan dan Pencatatan Sipil Pelaksana 1
Pengad ministrasi Kependudukan Pelaksana 1
Pranata Teknologi Informasi Komputer Pelaksanz 1
Kepala #idang Pelayanan Pencatatan Sipil B 1
Kepala Seksi Kelahiran WA 1
Analis F ccendudukan dan Pencatatan Sipil Pelaksana 1
Pengad ministrasi Kependudukan Pelaksana 1
Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian VA 1
Analis kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelaksana i
Pengad ministrasi Izin Kawin dan lzin Cerai Pelaksana 1
Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Peng Pelaksana 1
Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian VA 1
Analis kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelaksana 1
Pranata Teknologi Informasi Komputer Pelaksana 1
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1B 1
Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan VA 1
Analis kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelaksana 1
Pengelola Sistem Informasi Kependudukan Pelaksana 1
Kepala 5¢ksi Pengelolaan dan Penyajian Data IV A 1
Analis K2 pendudukan dan Pencatatan Sipll Pelaksana 1
Pengelc |1 Data Pelaksana 1
Kepala Scksi Tata Kelola dan Sdm Teknologi Informasi dan Komunikepala Seksi VA 1
Pengelo!s Sistem Informasi Kependudukan Pelaksana 1
Analis kopendudukan dan Pencatatan Sipil Pelaksana 1
Kepala fidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 1l B 1
Kepala Seksi Kerjasama WA 1
Analis b -1ja Sama Pelaksana 1
Analis Forencanaan dan Kerjasama Pelaksana 1
Kepala Scksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan VA 1
Analis k-pendudukan dan Pencatatan Sipil Pelaksana 1
Pengelr|s Data Pelaksana 1
Kepala Seksi Inovasi Pelayanan WA 1
Pengelcis Data Peiaksana 1
Analis Polayanan Pelaksana 1
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (4] 1
Sekretaris Dinas na 1
Kepala b Bagian Umum dan Kepegawaian VA 1
Analis Jobatan Pelaksana 1
Pengadiinistrasi Kepegawaian Pelaksana 1
Pranata “earsipan Pelaksana 1
Pramu f cbersihan Pelaksana 1
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi VA 1
Analis Ferencanaan Palaksana 1
Pengolah Data Penganggaran Pelaksana 1
Kepala Sub Bagian K gan dan Aset vV A 1
Bendahira Pelaksana 1
Verifika:or Keuangan Pelaksana 1
Pengelols Barang Milik Negara Pelaksana 1
Penyusur Rencana Keuangan Pelaksana 1
Pengelci. Data Keuangan Daerah Pelaksana 1
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana e 1
Kepala Soksi Lahan dan Evaluasi VA 1
Analis Lanan Pertanian Pelaksana 1
Pengaw 15 Pengelalaan Lahan Pertanian dan Air Irigasi Pelaksana 1
Pengaw s Pengairan Pelaksana 1

ala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin wa 1




£823.01.07

Pengelo o Penyakit Tidak Menular

Pelaksana 1
03.01.08 Pengolzh Uata Pelayanan Pelaksana 1
23.01.08 Pranata Teknolog Informasi Komputer Pelaksana 1
.02 Kepala Sub Bidang Analisa dan Pendayagunaan Sarana VA 1
83.02.01 Analis & 21 Pelaksana 1
.02.02 Analis r sehatan Pelaksana 1
3.02.03 Pengelu's Pelayanan Kesehatan Pelaksana 1
03.02.04 Fengeloo Program Gizi Pelaksana 1
Kepala Bidang Keperawatan 11§ 1
.01 Kepala Sub Bidang Profesi/SDM dan Asuhan Keperawatan IV A 3
Analis F =sehatan Pelaksana 1
Pengelola Pelayanan Kesehatan Felaksana 1
Pengelols Keperawatan Pelaksana il
Pengelol s Kebidanan Pelaksana 1
Kepala Sub Bidang Logistik Keperawatan VA 1
Analis kesehatan Pelaksana 1
Pengelcls Pelayanan Kesehatan Pelaksana 1
Pengad inistrasi Gudang Farmasi Pelaksana 1
3 Kepala Bidang Perencanaan dan Diklat 1l B 1
5.01 Kepala Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelatihan VA 1
B5.01.01 Analis Frogram Diklat Pelaksana 1
S 01.02 Analis Fengembangan SDM Aparatur Pelaksana b
5.02 Kepala Sub Bidang Rekam Medik dan Promosi Kesehatan IV A I
85.02.01 Analis k =sehatan Pelaksana 1
8S.02.02 Pengelc la Pelayanan Kesehatan Pelaksana 1
8 Camat 1A =1
.01 Sekretaris Camat B 1
.01.02 Kepala Sub Baglan Umum dan Kepegawaian IV B 3
10102.01 |Pengacministrasi Persuratan Pelaksana 1
210102.02 |Pramu <ebersihan Pelaksana 1
S101.02.03 |Pengel™a Surat Pelaksana 1
0102.04 [Pengel- s Penilaian Kinerja Pegawai Pelaksana 1
i1.01.03 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan IV B 1
S101.03.01 |Pengeloia Data Pencairan dana Pelaksana 1
- 01.03.02 |Pengadministrasi Keuangan Pelaksana 1
.02 Kepala'Seksi Pemerintahan IV A 1
BL02.01 Pengad ministrasi Umum Pelaksana 1
B.02.02 Pengad ninistrasi Kependudukan Pelaksana 1
.02.03 Pengel: '3 Program dan Laparan Pelaksana 3
BL02.04 Pengel. i Rencana Pemerintahan Umum Pelaksana 1
L0205 Pengelc 4 Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelaksana 1
.03 Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban VA 1
i 03.01 Pengelo a Lingkungan Budaya Pelaksana 1
1.03.02 Pengelr a Pengendalian Masyarakat Pelaksana 1
103,03 Pengelvla Data Keamanan dan Ketertiban Pelaksana 1
1.04 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan VA 1
210401 Pengadininistrasi Izin Usaha Pelaksana 1
0402 Analis [ engawasan Masyarakat Pelaksana 1
2403 Analis | iporan Keuangan Pelaksana 1
010404 Analis [ engembangan Ekonomi Pedesaan Pelaksana 1
.05 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat IV A 1
B8.05.01 Analis Frasarana Perkotaan dan Pedesaan Pelaksana 1
.D5.02 Pengel:|a Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pelaksana 1
BLD5.03 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat Pelaksana 1
1.06 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial IV A 1
1 06.01 Pengacministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Pelaksana 1
1.06.02 Pengevaluasi Hasil Kepiatan Bantuan Sosial Masyarakat Pelaksana 1
06,03 Pengeloia Data Bantuan Sosial Pelaksana 1
T 06.04 Pengelcia Fasilitas Sosial dan Umum Pelaksana 1
Camat 1A 1
01 Sekretaris Camat IV A 1
01.01 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian VB 1
01.01.01 |Pengacministrasi Persuratan Pelaksana 1
01.01.02 |Pramu Kebersihan Pelaksana 1
010103 |Pengelola Surat Pelaksana 1
01.01 Kepala 5ub Bagian Perencanaan dan Keuangan IV B 1
WL 010101 |Pengelola Data Pencairan dana Pelaksana 1
0101.02  |Pengadministrasi Keuangan Pelaksana 1
02 Kepala Seksi Pemerintahan VA 1
B 02.01 Pengacministrasi Umum Pelaksana 1
02.02 Pengacministrasi Kependudukan Pelaksana 1
B802.03 Penge! la Program dan Laporan Pelaksana 3
0204 Pengelcla Rencana Pemerintahan Umum Pelaksana 1
802 05 Pengelcla Monitaring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelaksana 1
2.03 Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban IV A 1
L0301 Pengelcla Lingkungan Budaya Pelaksana 1
BR03.02 Pengeoia Pengendalian Masyarakat Pelaksana i
.03.03 Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban Pelaksana 1
1.04

Kepala 5eksi Persknnomian dan Pamhaneinan



27.8.01.04.04

Analis Laporan Keuangan Pelaksana 1
27.8.01.04.05 Analis Peigembangan Ekonomi Pedesaan Pelaksana 1
27.B.01.05 Kepala Scksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial IV A 1
27.8.01.05.06 Pengelcla Oata Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pelaksana £
27.8.01.05.07 Pengacministrasi Rehabilitas Sosial Penyandang Cacat Pelaksana 1
27.8.01.05.08 Pengeva uasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Pelaksana 1
27.8.01.05.09 Pengelola Data Bantuan Sosial Pelaksana 1
28.01.01,01 Lurah IV A 1
28.01.01.01.01 Sekretaris Lurah VB 1
28.01.01.01.01.01 [Pengadministrasi Persuratan Pelaksana 1
28.01.01.01.01.02 |Pengelc « Surat Pelaksana 1
28.01.01.01.02 Kepala Seksi Pemerintahan VB 1
28.01.01.01.02.01 |Pengacrwnistrasi Umum Pelaksana 1
28.01.01.01.02.02 |Pengadnunistrasi Kependudukan Pelaksana 1
28.01.01.01.02.03 |Pengeloia Program dan Laporan Pelaksana 1
28.01,01.01.02.04 |Pengelcia Rencana Pemerintahan Umum Pelaksana 1
28.01.01.01.03 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat VB i
28.01.01.01.03.01 |Pengelols Lingkungan Budaya Pelaksana 1
28.01.01.01.03.02 |Pengelcs Pengendalian Masyarakat Pelaksana 1
28.01.01,01.03.03 [Pengelols Data Keamanan dan Ketertiban Pelaksana 1
28.01.01.01.04 Kepala 5eksi Ketentraman dan Ketertiban Umum vV B 1
28.01.01.01.04.01 |Pengelc . Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pelaksana L
28.01.01.01.04.02 |Pengeles Dats Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pelaksana 1

BUPATI
Cap/dto

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGLAN HUKUM,
¢

Drs. SYABAHUL ADHA
NIP. 19670321 198603 1 001

H. ROSJONSYAH
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LAMPIRAN 11 KEPUTUSAN BUPATI LEBONG
NOMOR 39% TAHUN 2018
TANGGAL 98 Desember 2018

FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA JABATAN MASING-MASING
ORGANISAS] PERANGKAT DAERAH D] LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LEBONG

! 1. BUKU I : FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA
' JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LEBONG

2. BUKU II . FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LEBONG

3. BUKU I11 : FORMAS]I, INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN LEBONG

4. BUKU 1V : FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN LEBONG

S. BUKU y : FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN LEBONG

6. BUKU vI . FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN LEBONG

7. BUKU vII : FORMAS], INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN
UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN LEBONG

8. BUKU VIII : FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LEBONG

9. BUKUIX : FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LEBONG

10. BUKU X . FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA

JABATAN D] LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN LEBONG

11. BUKU XI . FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN LEBONG



18.

14.

16.

18.

19,

20.

2.

23.

24,

BUKL

BUKU

BUKL

BUKLU

BUKL

. BUKU

BUKI

BUKI1

BUKI

BUK1

. BUKI

BUKI

BUKU XXIV

XII

XII1

XIV

AV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XXI

XXII

XXIII

FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN LEBONG

FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN LEBONG

FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI,
INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LEBONG

FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG

FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS
KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LEBONG

FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,

USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
LEBONG

FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
SOSIAL KABUPATEN LEBONG

FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA OLAH
RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN LEBONG

FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBONG

FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN LEBONG

FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA
KABUAPATEN LEBONG

FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LEBONG



. BUKU XXV

b
Ul

26. BUKU XXVI

27. BUKU XXVII

28. BUKU XXVII

FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN KANTOR KESATUAN
BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN LEBONG

FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN LEBONG

FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN TYPE A
DAN TYPE B KABUPATEN LEBONG

FORMASI, INFORMASI JABATAN DAN PETA

JABATAN DI LINGKUNGAN KELURAHAN
KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG

Cap/dto

H. ROSJONSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

/Dw SYABAHUL ADHA

NIP. 19570321 198603 1 001




